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RETRIBUSI PELA YANAN KESEHA TAN 

TENTANG 

NOMOR 5 TAHUN 2002 

----· -· 



Menlmbang: a. bahwa dalam upaya menlngkatkan pelayanan keseha1an kepada 
masyarakat, maka perlu penlngkatan dan pemellharaan peralatan 
medls dilakukan secara berkeslnambungan terus menerus 
dltlngkatkan; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagainana dlmalcsud pada huruf 
a dlatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang 
Retrlbusl Pelayanan Kesehatan; 

Menglngat: 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambl dan 
Kabupaten Tanjung .Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keseha1an (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nornor 
3495); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perinbangan 
Keuangan antara Pememtah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan At.as 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retrlbusl Daerah (L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 2'46, 
Tambahan L.embaran Negara Nomor 4048); 

7. Peraturan Pemertntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Ar.ara Pldana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 57, Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3847); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrlbusl 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

BUPATI TEBO, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR 5 TAHUN 2002 

TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 

- 



Dalarn Peraturan Daerah lni yang dinalcsud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Tebo. 
b. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl beserla Perangkat Daerah Otonom yang lain 

sebagal Badan Elcsekutlf Daerah. 
c. Bupatl adalah Bupatl Tebo. 
d. Wakll Bupatl adalah Wakll Bupatl Tebo. 
e. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah selanjutnya dlsebut DPRD adalah DPRD Kabupaten 

Tebo sebagal Badan Leglslatlf Daerah. 
f. Dlnas Kesehatan adalah Dtnas Kesehatan Kabupaten Tebo. 
g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupate11 Tebo. 
h. Pelayanan Kesehatan adalah segala keglatan pelayanan kesehatan yang dlberlkan 

kepada seseorang dalam rangka observasl, diagnosis pengobatan, atau pelayanan 
kesehatan lalnnya. 

i. Pelayanan Rawat .Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasl, diagnosis 
pengobatan, rehabllltasl, medlk dan pelayanan kesehatan lalnnya tanpa rawat lnap. 

j. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada paslen untllk observasl, 
perawatan, diagnosis pengobatan, rehabllltasi medlk dan atau kesehatan lalnnya 
dengan menempatl tempat tldur. 

k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dlslngkat Puskesmas adalah lnstansl 
Kesehatan Daerah yang memberlkan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyal fasllltas rawat jalan dan rawat lnap. 

I. Retrlbusl Jasa umum adalah retrlbusl at.as jasa yang dlsedlakan yang dlbertkan oleh 
Pemerlntah Daerah untllk tujuan kepentlngan dan kemanfaatan umum serla dapat 
dlnlkmatl oleh orang prlbadl atau badan. 

m. Puskesmas kellllng adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan 
mempergunakan kendaraan roda 4 ( empat), kendaraan roda 2 ( dua) atau 
transport.as! lalnnya di lokasl yang jauh dart sarana pelayanan yang ada. 

n. Retrtbusl pelayanan . 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KAIUPATEN TEBO TENTANG 
RETRIIUSI P!LAYANAN Kl!SEHATAN 

DEWAN P!RWAKILAN RAKYAT DAERAH KAIUPATEN TEBO 
MEMUTUSKAN : 

Dengan penetujuan 

9. Keputusan Preslde11 Nornor 44 Tahun 1999 tentang Tehnlk 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentllk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerlntah dan Rancangan 
Keputusan Preslden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 



BAB IV •••••••••••••• 
Retrlbusi Pelayanan Kesehatan tennasuk golongan Retrlbusl .Jasa Umum. 

BAB DI 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Subjek Retrlbusl adalah orang prlbadl atau badan yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas / Balal Pengobatan dan Puskesmas keHllng. 

Pasal 4 

Objek Retrtbusl adalah setlap pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balal Pengobatan dan 
Puskesmas KellHng. 

Pasal 3 

Dengan nama Retrlbusl Pelayanan Kesehamn dlpungut retrlbusl sebagal pembayaran 
atas pelayanan kesehamn di Puskesmas/Balal Pengobatan dan Puskesmas Kellllllng. 

Pasal 2 

BAB D 
MAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

n. Retribusl pelayanan kesehatan yang selanjutnya dlsebut retribusi adalah 
pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/balal pengobatan dan 
Puskesmas keHling. 

o. Wajlb retrlbusl adalah orang prlbadl atau badan yang menurut peraturan perundang 
undangan dlwajlbkan untuk rnelakukan pembayaran retrlbusl. 

p. Surat Ketetapan Retrlbusi Daerah yang selanjutnya dapat dlslngkat dengan SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retrlbusl terutang. 

q. Pejabat adalah Pegawal Negerl yang dlberl tugas tert.entu dlbldang Retrlbusl Daerah 
sesual dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

r. Sadan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meHputl Perseroan Komanditer, 
Perseroan lalnnya, Badan Usaha MHlk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk 
apapun persekutuan, kongsl kDperasl, yayasan atau organlsasl yang 
sejenls,lembaga, dana penslun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha 
lalnnya. 

s. Pemerllcsaan adalah serangkalan keglatan untuk mencarl, mengumpulkan dan 
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajlban retrlbusl berdasarkan peraturan perundang-undangan 
retrlbusl Daerah. 

t. Penyldlkan Tindak Pldana di bldang retrlbusl daerah adalah serangkalan tlndakan 
yang dilakukan oleh Penyldlk Pegawal Negerl Slpll yang selanjutnya dlsebut Penyldlk, 
untuk mencarl serta mengumpulkan bukti yang dengan bulctl ltu membuat terang 
tlndak pldana dlbldang retrtbusl Daerah yang terjadl serta menerrukan tersangkanya. 



D.Operasl .. 

Rp. 20.000,-/pasien 
Rp. 25.000,-/pasien 

Rp. 2.000,-/paslen 
Rp. 7.500,-/paslen 

A. Karels Berobat 
B. Perawatan 
c. Persalinan : 

- Blasa 
- Luar Blasa 

( 1) Atas jasa pelayanan kesehatan dlkenakan Retrtbusl 
(2) Besamya Retrlbusi sebagalmana dlmalcsud ayat (1) pasal lnl dltetapkan sebagal 

berlkut: 

Pasal 9 

BAB VD 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 
( 1) Pegawal Negerl Slpll dan Keluarganya dapat dlberlkan pelayanan kesehatan sesual 

dengan ketentuan pemblayaan Asuransl Kesehatan (ASKES) 
(2) Bagi paslen yang tldak mampu dapat dlberlkan pelayanan cuma-cuma dengan 

menunjukkan Kartu Sehat atau surat keterangan tldak mampu darl Lurah I Kepala 
Desa atau pejabat lain yang berwenang dan berlaku untuk 3 (tlga) bulan. 

(3) Bagi Pelajar yang berobat pada Jam belajar dapat dlberlkan pelayanan kesehatan 
dengan cuma-cuma berdasarkan surat keterangan yang dlkeluarkan oleh Kepala 
Sekolah. 

BAB VI 
KETENTIJAN PELAYANAN 

Prlnsip dalam menetapkan retrlbusi adalah dldasarkan pada tujuan untuk menutup blaya . 
investasi prasarana, blaya operasional dan pemellharaan dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan. 

Pasal 7 

BAB V 
PRINSIP DAL.AM PENETAPAN RETRIBUSI 

llngkat Penggunaan Jasa dihltung berdasarkan frelcuensi pelayanan kesehatan. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 



o. OpenlSI: 
- OpenlSI Keel Rp. 15.000,-/paslen 
- Operasl Besar ··,v Rp. 25.000,-/paslen 

E. Keur Rp. 2.500,-/Paslen 
F. Pengobatan clan Perawatan Gigi : 

- Extracsl glgl susu Rp. 5.000,-/Paslen 
- Extracsl glgl t.elap Rp. 10.000,-/Paslen 
- Tumpatan dan tambal sementara Rp. 9.000,-/Paslen 
- Tumpatan dan t.ambal amalgam Rp. 12.000,-/Paslen 
- Tumpatan dan tambal slllkat Rp. 12.000,-/Paslen 
- Sklng/Pemberstl karang glgJ/rahang Rp. 10.000,-/Paslen 
- Pangobat.an syaraf glgl Rp. 10.000,-/Paslen 

G. Insentlf/jasa : 
- Operasl kecll Rp. 5.000,-/Paslen 
- Operasl aedang Rp. 7 .500,-/Paslen 
- PersaUnan oleh Dokter : 

Blasa Rp. 5.000,-/Paslen 
LuarBlasa Rp. 7 .000,-/Paslen 

- PersaHnan oleh paramedls : 
Bina Rp. 5.000,-/Paslen 
L.uar Bina Rp. 

- Visit Dokter Rp. 2.000,-/Paslen 
- Visit Paramedls Rp. 1.000,-/Paslen 

H. Perawat.an anak : 
- Perawatan Rp. 10.000,-/Paslen 
- Visit Dokter Rp. 2.000,-/Pasten 
- Visit Paramedls Rp. 1.000,-/Paslen 

I. Pemerlksaan Laborat.orlum : 
- Puskesmas Rp. 3.000,-/Paslen 
-Sederhana 
- SUrmr Gal 
- Bakterlologl Rp. 4.000,- 
-Kmfa Rp. 45.000,- 

Pemerlksaan Sarnpet Tanah Rp. 15.000,- 
- Pernerlksaan AJr - (PDAM) Rp. 85.000,- 
- Pernertlcsaan Sarnpet Makanan Rp. 30.000,- 
- Pemerllcsaan Chollnest:rse 

(Kadar Pesteslda dalam darah) Rp. 35.000,- 
- Pemerllcsaan makanan jalanan Rp. 3.000,- 

J. Perlyernp.rotan ..•..•...•. _ ....• 



(2) Dalam hal.. . 

BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14 
(1) Pembayaran retrlbusl yang terutang harus dffunasl sekallgus. 
(2) Retrlbusl yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima betas) harl setelah saat 

terutang. 
Pasal 15 

(1) Pembayaran retrlbusi dilakukan di Kas Daerah atau t.empat lain yang dltunjuk oleh 
Bupati sesuai dengan wak.tu yang dltentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang telah disamakan. 

BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 13 
Dalam hal wajlb retribusl tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksl 
admillstrasl berupa bunga 2% (dua Persen) setiap bulan dari retrlbusi yang terutang 
atau kurang dan dttaglh dengan menggunakan SKRD. 

BAB X 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 12 
(1) Pembayaran retrlbusl yang terutang harus dllunasl sekallgus. 
(2) Retrlbusl dlpungut dengan SKRD at.au dokumen Han yang dlsamakan. 

BAB IX 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 
Retrlbusl terutang terjadl pada saat dlterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dlpersamakan. 

BAB VDI 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 
Wllayah pemungutan Retribusl pelayanan kesehatan adalah wliayah Kabupaten Tebo. 

- Pemakaian keluar daerah dikenakan biaya tambahan dari pusat kota 
ketempat tujuan sebesar Rp. 1.000,- (sertbu rupiah) perkilometer saw kali 
perjalanan di luar BBM. 

Rp. 15.000,- 
J. Penyemprotan Lalat TPA 

-TPS(ITU 
K. Pemakaian ambulance : 

- Pemakaian dalarn kota Rp. 15.000,- ( dlluar BBM) 



(2) Kadaluarsa . 

BAB XV 
KADALUWARSA 

Pasal 20 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusl kadaluwarsa setelah mempunyai jangka 

waktu 3 (tiga) t.ahun terhitung sejak 1erut.angnya retribusi. 

BAB XIV 
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 19 
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retribusi. 
(2) Tat.a cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retrlbusi ditet.apkan oleh 

Bupati. 

BAB XID 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 18 
(1) Pengeluaran surat teguran/perlngatan/surat lain yang sejenls sebagal awal tindakan 

pelaksanaan penaglhan retrlbusi dlkeluarkan setelah 7 (tujuh) harl sejak jatuh tempo 
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harl setelah tanggal surat teguran/perlngatan/surat 

lain yang sejenls, wajlb retrlbusl harus melunasl retrlbuslnya yang terutang 
(3) Surat t.eguran sebagainana dlmaksud pada ayat (1) dlkeluarkan oleh Pejabat yang 

dltunjuk. 

Pasal 17 
(1) Setiap pembayaran retrlbusl diberikan tanda bukti pembayaran dan dlcatat dalam 

buku penerinaan. 
(2) Bentuk, jenls, Isl, ukuran buku dan t.anda bukti dltetapkan oleh Bupati. 

Pasal 16 
( 1) Bupati at.as pennohonan wajlb retrlbusl setelah memenuhi persyarat.an yang 

dltentukan dapat dlberlkan persetujuan kepada wajib retrtbusl untuk mengangsur 
retribusi dalam kurun waktu 1ertentu at.au menunda pembayaran dengan dlkenakan 
bunga 2 % (dua Persen) setiap bulan. 

(2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagalmana 
dlmaksud pada ayat (1) pasal lnl dltet.apkan oleh Bupati. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi 
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu 
yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang t.at.a cara pembayaran dan penyetoran hasll Retribusl 
dltet.apkan oleh Bupati. 



BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal 22 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipll terlentu dlUngkungan Pemerlntah Daerah dlberikan 

wewenang khusus sebagai penyklik untuk melakukan penyklikan tln<iak pidana di 
bidang Retribusl Daerah sebagalrnana dirnaksud dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyldlk sebagainana dlmaksud ayat (1) pasal lnl adalah ; 
a. Menerirna, menc.arl dan mengumpulkan keterangan dan menelltl keterangan at.au 

laporan berkenaan dengan tlndak pldana dlbidang Retrlbusl Daerah 
b. Menelltl dan menc.ari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang prlbadi 

at.au badan tentang kebenaran yang dllakukan sehubungan dengan tlndak pidana 
dlbldang Retrlbusl Daerah. 

c. Memlnta keterangan dan barang buktl dari orang prlbadl at.au badan sehubungan 
dengan tlndak pldana di bidang Retribusl Daerah. 

d. Memerlksa buku-buku cat.at.an dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pldana di bidang Retrlbusl Daerah. 

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan barang buktl dan orang prlbadl 
atau badan untuk dapat barang buktl pembukuan pencac.atan, dokumen laln 
serta melakukan penyltaan terhadap barang buktl tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahH dalam rangka pelaksanaan tugas penyidlk tindak 
pidana dlbidang Retrlbusl Daerah. 

g. Menyuruh berhentl at.au melarang seseorang menlnggalkan ruangan at.au tempat 
dan memerlksa identitas orang atau dokumen yang dlbawa sebagalarnan 
dirnaksud huruf e. 

h. Memotret seseorang berkaltan dengan tlndak pidana dlbidang Retrlbusl Daerah. 
I. Mernanggil orang untuk dldengar ket.erangannya dan dlperlksa sebagal tersangka 

at.au saksi. 
j. Menghentikan penyldikan. 
k. Melakukan tindakan laln yang pen., untuk kelancaran penykllkan tlndak pidana 

Retrtbusl Daerah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyldlk. .. 

(1) Plutang retrbusl yang tldak rnungkin dltagih karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kadaluwarsa dhapus. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retrtbusl Daerah yang sudah 
kadak.lwarsa sebagalrnana dinaksud pada ayat (1) pasal ini. 

BAB XVI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

Pasal 21 

(2) Kadaluwarsa penaglhan retrtbusl sebagainana dinaksud ayat (1) pasal lni 
tert.anggung apabHa : 
a. Diterbltkan surat teguran atau. 
b. Apabfla pengakuan utang retrtbusl dari wajlb retrlbusi balk langsung rnaupun 

tldak langsung. 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN lEBO 
TAHUN 2002 NOMOR 5 

H.DARKUTNI 

Dlundangkan di 
pada tanggal 2 

SEKRET ARIS DAEIIU'I.-Vftl'.., 

Dltetapkan di Muara Tebo 
18 Nopember 2002 

T 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerlnt.ahkan Pengundangan Peraturan Daerah lnl 
dengan penempatannya dalam L.embaran Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal 25 
Peraturan Daerah lnl mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl, sepanjang mengenal tehnls 
pelaksanaannya akan diatur leblh lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BAB XIX 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal 24 

( 1) Wajlb retribusi yang melanggar ket.entuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga 
merugikan keuangan daerah di ancam dengan pldana kurungan paling lama 3 
(tlga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kaU Jumlah retrlbusl terutang. 

(2) llndak pldana yang dlmaksud pada ayat (1) pasal lnl adalah pelanggaran. 

BAB XVID 

KETENlUAN PIDANA 

Pasal 23 

(3) Penyldik sebagatmana dinaksud ayat (1) pasal lnl memberitahukan dinulalnya 
penyldikkan tindak pldana Retribusi Daerah kepada Penuntut Umum, sesuai 
dengan ketentuan yang dlatur leblh lanJut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pldana. 


